
P R E S l D E N  
REPLJBLIK INDONESIA 

NOMOR 86 TAHUN 2006 

TENTANG 

FEMBEWV JAMINAN FEMENNTAH 

I_rb!'C:K FEKCEFATL4N PEMHANGUNNV PE.WAT4GKIT TENAGA ISTRIK 

YANG MENGGUNAKAN BATUBARA 

DENGtZN RAHMAT TUHAN YANG MAKA. ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

A4cninlbang : n . b s l ~ ~ v a  dals~n mngka membcrikan kepastian kepada para 
kreditsl* yang menyalurlrari d~nanya kepada IT Perusahaan , 

Lis trik n'egara (Persero) untuk pe~~~bangunan proyak pelnbangki t 

lissrik tcnzlgn batubara sebagairnana dimahud dalam Perahran 
Preside11 Nolzlor 7 1 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada 

l'erusahsat~ Listrik Negara (Persen) Untuk hielakukan , 

I Percepatan Pernbanguizan Pembangkit Tena~a Listrik Yang 

I Men~gunakan Batrlbara, dipanclang perlu mernberikan jaminan 

Pcmerintah atas kewajiban pembayaran utang PI' Perusahaag 

Listrik Negara (Persero) kepada laeditor; I 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu ~nenetilpkan Peraturan Presiden tentang 

Pernberian Jaminan Pemerintah Lrnt& Percepatan Fernbangunan 
Pernbangkit Tenaga L i ~ t r i  k Yang Meng~umkan BatuSara; : I I 

I 

I 

h.lengii~g;lt : 1. ' I  4 ayat (1) U n a - U l ~ d a n g  Dasar Negsra Republik 
";. .jf. ,, 

Indorlcsia 'I'ahulz 1945; 

2 .  Undmg-Undang Nolnor 15 Tahru~ 1985 tentang 

Keterragalistrihn (kmbaran Negara bpublik Indonesia Tahun 
1985 Nowor 74, Tambahan Lernbaran Ncgara kpublik 

I 

Indonesia Non~or 33 1 7); 
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3. IJr-ic!ar~g-.C'ndii~~g Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan' 

Negarn (krrtbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 47, Tarrtbahan krnbarm Negara Republik Indonesia 

Nol~lor 4286); 

4. Unhg-Undarig Nornor 19 Ttth'm 2003 tentang Bsdan Usaha 
Ne.gara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nolnor 70, Tambahan Lembaran Negara RepubWr Indonesia 
Nort~or 4 297); 

ti. Unciang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharan 
St?g;l;ara (Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nolnor 5 ,  Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 
Noa~or 4355); 

6. Eieyuh~san Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan 

k e d i t  Luar Negeri; 

7. peratman Presiden Nonlor 7 1 Ttihun 2006 tentang Penugasan 

Ke p ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakxkan 
Ferczpatan Fembatlgunan Pembangkit Tenagsl Listrik Yang 
Mengqunakan Bdtubara; 

MEMUTUSKAN : 

A Ienetapkan : FEILZTU&Y PRESIDEN TENTANG PEMBERKAN JAMINAN 

FEMENhTAM UNTUK PERCEPATAN YEMBANGUNAN PEMBANGKIT 
TEhrAGA LISTRIK YANG LMENGGUNAICAN BAIZTBARA. 

Pasal 1 

(1) Terhadap fiedit Luar Negeri yang dilakulan oleh PT 

Per usahaan Listri k Negara (Penem) &lam rangka mendukung 
pembangunan proyek infrastmktur di bidang ketenagalistrikan 
sebagaimana dinlaksud &Iam Perahran Presiden Nornor 7 1 

Tahun , . . 
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T;ihtm 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahiian Listrik 

Neyara (Persero) Untuk Mel-n Percepapaian Pcmbangunan 

Pembangkit Tenaga Lisfrik Yang Menggunakan Batubara, 
Femerintah dapa: memberihn jaminan terhadap pembayaran 

kcwajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persera) kepada 
=editor yang nlenyediakan pendanaan Uedit Ekspor. 

(2) Jaminan Pemerintah se.bagaimana dimaksud pada ayat (I), 

diberikan sepnjalg telah memenuhi persyaratan yang 
di tetapkan dalam Peraturan Meriteri Keuangan. 

(3) bedi t  Eksper yang dapat diberikan Jaminan Pernerintah 

rebagairnana dimaksud pad8 ayat (1) adalah kredit untuk 
lnrndukung ekspor suatu negara, dan dijamin oleh perusahaan 
ssuransi kredit dari negara yang benangkutan. 

Pc~nbsrian Jaminan Penlerintah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 
1 d i lakuhn oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 3 

Ketmtunn lebih knjut bagi pelaksanaan Peraturan F'residen ini , 

ditetaphn dengan Peraluran Menteri Keuangan. 
/ 

Fasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden 
Nornor 59 Tahun 1972 tentllng Penerimaan Kredit Luar Neaeri, 

se panjang n~enyay kut pembang unan pmyek yang dilaksanakan 
oleh PT Ferusahaan Listrik Negara (Fersem) sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal I ,  dinyatakan tidak berlalu. 

Pasal 5 ... 
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Pasal 5 

Pcraturan Presiden ini mulai berlrrku pa& tanggal ditetapkan. 

Ditetnpkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Okfober 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

?hi. 


